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Abstract : Implementation of Regulation Number 10 Year 2001 on Regional 
Government Cooperation with Enterprises / Cooperation in Development and 
Management of Potential Regions (Case Study Cooperative / SME Produced 
Rattan Crafts in District of Rumbai and Rumbai Pesisir, Pekanbaru City). This 
study aims to look at the course of Pekanbaru City Regional Regulation No. 10 of 2001 
implementation process in order to maintain the smooth and sustainable development in 
particular areas by utilizing the potential of the area owned by the city of Pekanbaru, the 
partnership is held with the aim of increasing development efforts, as well as creating 
efficient service and effective for the community. Results of this study indicate that the 
cooperation between the Department of Cooperatives and SMEs in Pekanbaru with 
rattan craftsmen cooperatives have been formed and developed as it should be.The 
ineffectiveness of the cooperative function of rattan craftsmen led to cooperation in the 
form of loan capital program and the development expertise of the Department of 
Cooperatives and SMEs in Pekanbaru has not handled well. It also resulted in still many 
small businesses that have not or are reluctant to be members of the cooperative. 
 
Keywords: Implementation of Policies, Cooperatives, Small and Medium Enterprises, 
Rattans. 
 
PENDAHULUAN 

Layaknya negara-negara maju dan berkembang yang ada, sektor perekonomian 
informal di Indonesia merupakan sektor penting dan juga menjadi alternatif cerdas 
dalam memecahkan masalah peningkatan kebutuhan hidup manusia yang beragam dan 
berubah secara terus-menerus dalam waktu yang relatif cepat. Usaha disektor informal 
juga membantu pemerintah dalam meminimalisir jumlah pengangguran yang ada, 
sehingga sudah selayaknya pemerintah membuat kebijakan yang mendukung usaha 
disektor informal ini. Akses menuju sektor informal ialah usaha mikro, usaha kecil, dan 
usaha menengah. 

Perekonomian di Kota Pekanbaru juga mendapat dampak nyata dari 
perkembangan sektor ekonomi informal. Hal ini dapat dilihat dari penanjakan hasil 
pendapatan asli daerah atau Pendapatan Asli Daerah dari sektor usaha kecil dan 
menengah yang ditunjang oleh pembangunan ruang dan tata kota yang memiliki 
sebagian besar lahan untuk dijadikan pusat atau sebagai ruang gerak untuk kegiatan 



perekonomian daerah. Memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi dalam skala 
kecil dan menengah merupakan kegiatan perekonomian yang berkembang pesat di Kota 
Pekanbaru. Untuk lebih spesifik penulis mengambil contoh pada kegiatan perindustrian 
pengolahan atau kerajinan rotan. Industri  pengolahan produk jadi rotan yang terdapat di 
Kota Pekanbaru ini tentunya sedikit banyak telah menigkatkan Pendapatan Asli Daerah. 
Usaha kecil dan menengah yang bergerak dalam pengelolaan produk jadi rotan di Kota 
Pekanbaru dapat ditemui hampir dibeberapa tempat disepanjang jalan kota, tetapi 
tempat yang menjadi pusat dari pengelolaan produk jadi rotan ini lebih mudah 
ditemukan di daerah Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. Hal ini juga didukung 
oleh wacana pembuatan sentra kerajinan rotan di daerah Kelurahan Meranti Pandak, 
Kecamatan Rumbai Pesisir oleh Pemerintah Kota yang belum terealisasi hingga 
sekarang. Padahal dengan perkembangan pesat industri pengelolaan produk jadi rotan 
yang terjadi tetapi tidak diimbangi dengan dukungan pemerintah maka pemaksimalan 
dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah juga tidak akan terwujud. 

Pemerintah Kota Pekanbaru sudah selayaknya memberikan pelayanan yang 
dibutuhkan oleh para pengusaha kerajinan rotan tersebut seperti, pinjaman modal lunak, 
lokasi untuk memasarkan hasil produksi, penyaluran bahan baku, dan juga penyuluhan-
penyuluahan tentang kegiatan wirausaha atau penyuluhan untuk mengelola dan 
mengembangkan usaha yang mereka rintis agar dapat menjadi industri yang baik dan 
besar. Terlebih lagi usaha kerajinan rotan di Kota Pekanbaru sebagian besar berada 
diskala usaha kecil dan menengah jika dilihat dari segi modal,hasil penjualan dan juga 
tenaga kerja yang dipekerjakan. 

Segala kegiatan yang menyangkut pelayanan-pelayanan bagi para pelaku usaha 
kecil dan menengah sudah menjadi tugas dan wewenang dari Dinas Koperasi dan 
UMKM Kota Pekanbaru. Pemerintah daerah  menjadi mitra yang tepat bagi koperasi 
yang menangani berbagai pelayanan bagi usaha atau industri kecil menengah, sesuai 
dengan tugas pokok fungsi Dinas Koperasi dan UMKM yang tertuang pada Peraturan 
Daerah Nomor 8 Tahun 2008. Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
terhadap Koperasi dan UMKM ini diharapkan dapat menciptakan iklim berusaha yang 
kondusif sehingga tercipta lapangan pekerjaan yang baru, meningkatkan minat dan jiwa 
berwirausaha di tengah-tengah masyarakat dan menekan angka pengangguran serta 
memantapkan persiapan persaiangan produk lokal untuk memasuki pasar internasional. 

Beberapa kebijakan yang ada sudah sangat menguntungkan para pelaku usaha 
atau industri apabila segalanya berjalan sesuai dengan hal-hal yang akan dicapai dari 
kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tersebut. Tetapi fakta menunjukan masih 
adanya keterbatasan dalam pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut. Misalnya, proses 
produksi produk jadi rotan di Kota Pekanbaru masih mengalami beberapa kendala, baik 
dari segi modal dan penjualannya. Melihat perkembangan usaha mikro, kecil, dan 
menengah yang pesat di Kota Pekanbaru, tetapi disisi lainnya kegiatan perekonomian 
sektor informal ini masih memiliki kendala-kendala seperti:(1) Kurang permodalan, (2) 
Kesulitan dalam pemasaran, (3)Persaingan usaha ketat, (4)Kesulitan bahan baku, (5) 
Kurang teknis produksi dan keahlian, (6)Keterampilan manajerial kurang, (7)Iklim 
usaha yang kurang kondusif. 

Peranan vital dalam memajukan perekonomian daerah sebenarnya berada pada 
tangan Pemerintah Daerah, tetapi dalam upayanya meningkatkan pembangunan dan 
atau pengelolaan potensi daerah Pemerintah Daerah masih memiliki keterbatasan dari 
segi kemampuan dan keuangan. Dalam upayanya untuk terus meningkatkan kualitas 
kehidupan rakyat, meningkatkan daya saing dan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi 



daerah dan nasional sebagai wujud nyata dari otonomi daerah, maka diperlukan 
langkah-langkah yang mengupayakan adanya bantuan guna percepatan dan perwujudan 
hasil yang maksimal. Salah satunya yaitu dengan mengikutsertakan pihak di luar 
pemerintahan dengan membentuk suatu kontrak atau kerjasama. 

Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengatur dan menetapkan hal-hal yang 
berkaitan dengan kerjasama yang efektif dan efisien antara Pemerintah Daerah dengan 
pihak di luar pemerintahan, yaitu dengan Badan Usaha Swasta/Koperasi dalam rangka 
pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah kedalam Peraturan Daerah Nomor 
10 Tahun 2001. Kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Badan 
Usaha Swasta/Koperasi ini lebih dikenal dengan istilah Kerjasama Pemerintah Daerah 
dengan Badan Usaha Swasta/Koperasi (KPS). Kerjasama yang dilakukan tersebut 
memiliki tujuan untuk menghasilkan pelayanan umum kepada masyarakat secara lebih 
cepat dan dengan kualitas yang maksimal. 

Proses pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha 
Swasta/Koperasi melingkupi beberapa jenis kerjasama dalam pelaksanaan pengelolaan 
potensi daerah dan juga beberapa bidang potensi daerah yang dapat dikerjakan. Salah 
satunya pada bidang Pusat Industri dan Niaga, pusat industri dan niaga baisanya 
bergerak pada suatu perusahaan yang bersifat manufaktur. Kegiatan industri dapat pula 
digolongkan kebeberapa jenis menurut Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan Nomor 589/MPPKep/10/1999, salah satunya yaitu jenis industri 
pengolahan hasil hutan, spesifiknya industri pengolahan rotan. Jenis Kerjasama yang 
memungkinkan terjadi antara Pemerintah Daerah dan Koperasi dan UMKM adalah jenis 
kontrak atau kerjasama dalam peminjaman modal dan serta adanya usaha pembinaan 
dan pengembangan terhadap usaha kecil dan menengah penglolaan produk jadi rotan di 
Kecamatan Rumbai Pesisir. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jalannya implementasi Perda Kota 
Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah dengan 
Swasta/Koperasi (KPS) khususnya dalam kemitraaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota 
Pekanbaru dengan Koperasi pengelola Produk Jadi Rotan pada Kecamatan Rumbai dan 
Rumbai Pesisir serta faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Perda 
Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan 
Usaha/Koperasi dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Potensi Daerah (Studi 
Kasus Koperasi / Ukm Pengelolaan Produk Jadi Rotan Kecamatan Rumbai dan Rumbai 
Pesisir, Kota Pekanbaru). 
 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. 
Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa 
melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk 
membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselediki. Penelitian 
deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-
variabel bebas, tapi menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. 

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis 
menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan 
terpilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan informan sebagai objek informasi tentang pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan 
Badan Usaha/Koperasi dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Potensi Daerah 



(Studi Kasus Koperasi / Ukm Pengelolaan Produk Jadi Rotan Kecamatan Rumbai dan 
Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru). Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, 
peneliti menggunakan metode Purposive Sampling. Metode Purposive Sampling 
merupakan suatu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, khususnya 
kepada orang-orang yang ahli pada bidang tertentu. 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data 
sekunder sesuai dengan pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data 
primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan key informan 
dan informan pelengkap penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha/Koperasi 
dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Potensi Daerah dan untuk mengetahui 
bentuk kerjasama yang dilakukan antara Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru 
dengan Koperasi Pengrajin Rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. Data 
sekunder yakni data yang diperoleh dari Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota 
Pekanbaru dan instansi lainnya yang mendukung penelitian ini seperti data 
perkembangan koperasi pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir, 
bentuk bantuan kerjasama yang telah terlaksana, sturktur organisasi Dinas Koperasi dan 
UMKM Kota Pekanbaru dan data-data pendukung lainnya sesuai dengan penelitian. 

 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kerjasama Pemerintah 
Daerah dengan Badan Usaha/Koperasi dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan 
Potensi Daerah (Studi Kasus Koperasi / Ukm Pengelolaan Produk Jadi Rotan 
Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru) 

Pusat kerajinan produk jadi rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir 
mempunyai andil dan peran serta dalam menggerakan roda perekonomian Kota 
Pekanbaru. Hal ini dikarenakan jumlah pengrajin yang tidak sedikit dan sebagian dari 
pelaku usaha pengelolaan produk jadi rotan ini juga bisa menembus pasar ke luar 
daerah. Selain mendongkrak bidang perekonomian daerah, kerajinan rotan di Kota 
Pekanbaru juga menjadi kekayaan budaya yang menjadi ciri khas kerajianan tangan dari 
Kota Pekanbaru. 

Banyaknya keuntungan yang didapat dari keberadaan para pengrajin ini untuk 
kemajuan dan pembangunan daerah ternyata belum terkordinasi dengan tepat dan benar. 
Hal ini dapat dilihat dari fenomena dilapangan yang menunjukan bahwa para pengrajin 
masih menghadapi beberbagai masalah. Pelaku kerajinan produk jadi rotan, khususnya 
di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir ini umumnya bergerak dalam usaha 
kerajinan yang kecil dan menengah menyebabkan berbagai kendala umum yang 
dihadapi pelaku usaha kecil dan menengah. Untuk itu Pemerintah Kota melalui Dinas 
Koperasi dan UMKM merupakan mitra kerja yang tepat bagi UKM-UKM yang 
terkumpul dalam sebuah Koperasi. 

Peraturan daerah yang mengatur kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan 
badan usaha swasta atau koperasi merupakan landasan hukum yang cukup kuat bagi 
perkembangan dan pendayagunaan fasilitas sosial yang disediakan oleh pemerintah 
kepada masyarakat dalam hal pemanfaatan potensi daerah. Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2001 dibentuk guna mendukung dan mewujudkan kelancaran serta kelanjutan 
pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka upaya pemerintah meningkatkan 
pembangunan daerah untuk menaikan kualitas hidup rakyat, meningkatkan daya saing 



ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Dalam hal pembangunan 
daerah termasuk pengelolaan potensi-potensi yang terdapat didaerah, Pemerintah 
Daerah merupakan mitra yang tepat bagi pihak swasta atau koperasi yang bergerak 
dibidang pengelolaan potensi daerah atau sumber daya yang dimiliki oleh daerah secara 
langsung. 

Dalam implementasi kebijakan, khususnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 
2001 yang mengkaji tentang kerjasama Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru 
dengan Koperasi yang menghimpun pengrajin produk jadi rotan di Kecamatan Rumbai 
dan Rumbai Pesisir terdapat beberapa persyaratan yang akan penulis paparkan dan juga 
hal-hal yang dapat mempengaruhi jalannnya impelmentasi kebijakan tersebut. 
Pembahasan terhadap implementasi ini berdasarkan teori Grindle yang memfokuskan 
pada Isi dan Lingkungan (konteks) Kebijakan. Masing-masing bagian ini akan 
dipaparkan berdasarkan fenomena penelitian yang diamati dari hasil wawancara dengan 
informan. 

 
Isi Kebijakan 

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang kerjasama Pemerintah Daerah 
dengan badan usaha swasta/koperasi dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi 
daerah menjelaskan bahwa pembangunan atau pengelolaan potensi dasar daerah sangat 
penting artinya dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran serta kelanjutan 
pelaksanaan pembangunan daerah.  
 
Tipe Manfaat 

Dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang sekaligus juga akan 
menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat, daya saing ekonomi dan 
pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah 
maka dibentuklah kebijakan ini. Oleh karena itu dibutuhkan peningkatan efisiensi dan 
efektivitas dalam proses pembangunan atau pengelolaan potensi daerah tersebut, agar 
mempercepat dan memperluas cakupan kualitas pelayanan yang ditujukan kepada 
masyarakat.  

Kebijakan ini yang menjadi landasan hukum yang kuat atas kerjasama atau 
kemitraan yang diadakan pemerintah daerah dengan badan usaha swasta atau koperasi. 
Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan swasta atau koperasi yang lazim disebut 
dengan KPS merupakan ikatan formal antar Pemerintah Daerah dengan swasta atau 
koperasi dalam pembangunan atau pengelolaan potensi daerah yang merupakan 
kewenangan daerah. Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001, ada beberapa 
bidang pembangunan atau pengelolaan potensi daerah yang dapat dikerjasamakan 
dengan pihak swasta atau koperasi, antara lain: 

1. Properti, Perumahan; 
2. Pusat Industri dan Niaga; 
3. Pendidikan dan Latihan, Riset Teknologi; 
4. Pariwisata, Seni dan Budaya; 
5. Olah Raga; 
6. Penyaluran, Penyimpanan,dan Pemasokan air baku, pengolahan dan 

pendistribusian air bersih, serta pengolahan air bawah tanah; 
7. Pengadaan atau pengoperasian sarana dan prasarana perhubungan 



Sedangkan bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah kepada 
swasta atau koperasi juga dapat dibagi kepada beberapa bentuk kerjasama, sebagai 
berikut: 

1. Kontrak Pelayanan (Servis Contract); 
2. Kontrak Kelola (Management Contract); 
3. Kontrak Sewa (Lease Contract); 
4. Kontrak Bangun, Kelola, Alih Milik (Build Oporate and Transfer Contract); 
5. Kontrak Bangun, Alih Milik (Build and Transfer Contract); 
6. Kontrak Bangun, Alih Milik dan Kelola (Build Transfre and Operate 

Contract); 
7. Kontrak Bangun, Sewa dan Alih Milik (Build and Lease and Transfer 

Contract); 
8. Kontrak Bangun Milik dan Kelola (Build Own and Operate Contract); 
9. Kontrak Rehab, Milik dan Operasi (Rehabilitate Own and Operate 

Contract); 
10. Kontrak Rehab, Kelola dan Alih Milik (Rehabilitate, Operate and Transfer 

Contract); 
11.  Kontrak Kembang/Bangun, Kelola dan Alih Milik (Develop, Operate and 

Transfer Contract); 
12. Kontrak Tambahan dan Kelola (Add and Operate Contract); 
13. Kontrak Konsesi (Consession Contract); 
14. Kontrak Usaha Patungan (Joint Venture Contract); 
15. Kontrak Penanaman Modal dan Bentuk Saham. 

Usaha kerajinan produk jadi rotan di Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan 
salah satu bentuk kegiatan yang memanfaatkan potensi daerah yaitu dalam bentuk 
pengelolaan hasil hutan. Usaha kerajinan produk jadi rotan ini mengelola potensi daerah 
pada bidang Pusat Indsutri dan Niaga. Sedangkan bentuk kerjasama yang dapat 
ditawarkan oleh Pemerintah dan dipilih oleh pihak koperasi kerajinan produk jadi rotan 
di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir adalah kerjasama dalam penanaman modal 
serta adanya usaha pembinaan dan pengembangan terhadap koperasi pengrajin rotan 
sekaligus pengembangan terhadap usaha kecil dan menengah penglolaan produk jadi 
rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir itu sendiri. 
Dalam tahapan implementasi kebijakan ini penulis mencoba mengarahkan pada proses 
kerjasama yang bertujuan membantu dan mengurangi kendala yang dihadapi serta 
memfasilitasi para pelaku usaha kerajinan produk jadi rotan yang berada pada 
Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dimana para pelaku usaha kerajinan rotan ini 
rata-rata masih bergerak pada level usaha kecil menengah. Menurut penelitian 
dilapangan dengan diadakannya kerjasama Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini 
yang berwenang merupakan Dinas Koperasi dan UMKM terhadap koperasi kerajinan 
rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir merupakan solusi terbaik untuk 
kemajuan industri rotan di Kota Pekanbaru, khususnya Kecamatan Rumbai Pesisir itu 
sendiri. 

Kerajinan produk jadi rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir 
merupakan pusat kerajinan rotan terbesar di Kota Pekanbaru jika dilihat dari banyaknya 
jumlah pengrajin yang beroperasi pada kecamatan ini. Sudah seharusnya Pemerintah 
Kota Pekanbaru memberikan perhatian khusus terkait tentang permasalahan-
permasalahan klasik para pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi mayoritas 



diantara para pelaku usaha kerajinan produk kerajinan rotan pada Kecamatan Rumbai 
dan Rumbai Pesisir. 
 Kerjasama yang dibentuk antara Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru 
dengan  Koperasi pengrajin rotan Rumbai dan Rumbai Pesisir ini pada umumnya 
bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan pokok yang dirasakan 
oleh para pengrajin rotan diantaranya, permodalan, kebutuhan akan tenaga kerja ahli, 
pemasaran yang belum berkembang luas, serta mahalnya bahan baku sehingga dapat 
menghambat kelancaran produksi para pengrajin rotan tersebut. Masalah-masalah yang 
dialami pengrajin rotan pada Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir ini perlu 
dituntaskan untuk kepentingan kesejahteraan para pengrajin rotan tersebut dan juga 
akan berdampak pada hasil produksi kerajinan rotan mereka yang apabila proses 
produksi kerajinan rotan pada Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir ini berjalan 
dalam keadaan baik dan stabil dapat mendongkrak nilai perekonomian daerah serta 
menambah kekayaan nilai budaya bagi Kota Pekanbaru. 
 
Pelaksanaan Program 

Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang kerjasama yang 
diadakan Pemerintah Daerah dengan badan usaha swasta atau koperasi dalam 
pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah ini dijelaskan bahwa Pemerintah 
Daerah merupakan mitra yang tepat bagi pihak swasta atau koperasi. Keikutsertaan 
pemerintah daerah merupakan suatu kewajiban dikarenakan hal ini bersangkutan 
langsung kepada pembangunan daerah yang sudah menjadi tugas mutlak dari 
pemerintah daerah itu sendiri. Sedangkan keikutsertaan pihak swasta atau koperasi 
ditujukan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan dari program pemerintah 
yang sedang dikerjakan dan juga agar kualitas pelayanan yang ditujukan kepada 
masyarakat dapat lebih efisien dan efektif. Proses kerjasama ini tentunya memiliki 
syarat-syarat atau prinsip-prinsip kerjasama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak 
yang bekerjasama, diantaranya adalah: 

1. Meningkatkan potensi dalam pembangunan penyediaan dan pengelolaan 
potensi daerah 

2. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan dalam memberi manfaat 
kepada masyarakat 

3. Sama-sama menguntungkan 
4. Tidak merusak dan  menurunkan kualitas lingkungan hidup (AMDAL) 
5. Tidak menimbulkan dampak sosial yang meresahkan masyarakat 
6. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan tunduk sepenuhnya pada hukum Indonesia 
Dinas Koperasi dan UMKM merupakan mitra kerjasama yang tepat bagi usaha 

kecil menengah pengelolaan produk jadi rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai 
Pesisir. Dimana usaha-usaha kecil dan menengah milik para pengrajin rotan ini masih 
memiliki kendala- kendala yang umumnya juga dirasakan para pelaku dunia usaha 
sejenisnya. 

Berdasarkan fenomena dilapangan, ada beberapa hal yang menjadi kendala 
utama yang dirasakan oleh para pelaku usaha pengelolaan produk jadi rotan di 
Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir, diantaranya yaitu permasalahan modal untuk 
usaha, tenaga kerja ahli, lalu masalah bahan baku untuk kerajinan rotan itu sendiri dan 
yang terakhir merupakan masalah pemasaran hasil produk jadi rotan yang mereka buat. 



Permodalan merupakan kendala yang sangat umum bagi para pelaku usaha, 
khususnya pelaku usaha yang berada pada skala usaha kecil dan menengah. Kekayaan 
bersih perusahaan yang terbatas dan relatif masih dalam skala kecil dan menengah ini 
pula yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kendala permodalan dikalangan para 
pengrajin rotan di Rumbai dan Rumbai Pesisir. Pemberian pinjaman modal kepada para 
pengrajin merupakan salah satu solusi cepat untuk mengatasi kendala permodalan 
selama ini, tetapi apabila pemberian modal tanpa ada arahan atau pembinaan 
penggunaan modal dengan tepat hal ini akan menimbulkan masalah tersendiri bagi 
pelaku pengrajin rotan itu sendiri. 

Selain permodalan masalah lainnya yang muncul dikalangan para pelaku usaha 
pengelolaan produk jadi rotan di Rumbai dan Rumbai Pesisir adalah masalah tenaga 
kerja ahli. Tenaga kerja ahli yang dimiliki para pengusaha rotan tersebut sangat terbatas 
jumlahnya. Hal ini diakibatkan tidak ada regenerasi pengrajin rotan dari para pengusaha 
rotan itu sendiri. Banyak faktor yang dapat menghambat pertumbuhan tenaga kerja ahli 
dalam hal kerajinan rotan ini, salah satunya upah yang mereka terima belum begitu 
menjanjikan. Melihat kepada kebutuhan manusia akan kehidupan yang lebih layak, hal 
tersebut merupakan suatu gejala umum dan wajar, hanya saja pola pikir seperti ini 
menyebabkan kelangkaan akan tenaga kerja ahli pada bidang kerajinan rotan itu sendiri. 
Selain keahlian yang didapat langsung dari turun temurun, tenaga kerja ahli pengrajin 
rotan juga berasal dari masyarakat sekitar usaha pengelolaan produk jadi rotan tersebut. 
Tenaga kerja ahli dalam pembuatan kerajinan rotan ini didominasi oleh pria yang berada 
pada kisaran umur 20 tahun-40 tahun. 

Dinas Koperasi dan UMKM dalam menanggapi hal keterbatasan tenaga kerja 
yang tersedia saat ini hanya dapat membantu meningkatkan keahlian dari tenaga kerja 
yang sudah ada, yaitu dengan melakukan pembinaan dengan memberikan kesempatan 
kepada pengrajin untuk belajar kepada pengrajin rotan diluar daerah Riau, seperti 
kepada pengrajin didaerah Sumatera Barat dan Pulau Jawa hingga mendatangkan para 
ahli dari luar daerah dan memberikan pendidikan dan pelatian kepada tenaga kerja ahli 
kerajinan rotan yang ada di Kota Pekanbaru. 

Permasalahan lainnya yang juga dirasakan oleh para pengrajin rotan di 
Kecamatan Rumbai dan Rumbai pesisir adalah ketersediaan bahan baku rotan itu 
sendiri. Koperasi pengrajin rotan yang ada saat ini belum bisa mengatasi masalah 
kebutuhan para pengrajin rotan akan bahan baku produksi mereka. Ketidakmampuan 
koperasi pengarajin rotan dalam mencukupi kebutuhan para anggotanya akan bahan 
baku rotan untuk produksi menimbulkan adanya monopoli perdagangan bahan baku 
yang dilakukan oleh beberapa pengrajin. Dampak dari penjualan bahan baku yang 
dilakukan oleh beberapa pengusaha kerajinan rotan tersebut adalah harga bahan baku 
rotan menjadi tidak stabil dan menyebabkan adanya persaingan tidak sehat antar sesama 
produsen kerajinan rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. 

Selain permasalahan permodalan, tenaga kerja ahli dan kebutuhan bahan baku, 
pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir juga dihadapkan kepada 
permasalahan pemasaran. Selama beberapa tahun belakangan mereka hanya memiliki 
show room atau outlet dipinggiran Jalan Yos Sudarso sebagai tempat pemasaran produk 
mereka. Dengan bangunan tidak permanen yang terletak tepat pada sisi kiri dan kanan 
jalan raya, kondisi lokasi pemasaran produk kerajinan rotan seperti ini juga 
menimbulkan masalah dengan adanya proyek pelebaran jalan. Padahal sejak tahun 2012 
sudah dicanangkan program pembentukan “Sentral Kerajinan Rotan” oleh Wali Kota 
Pekanbaru yang akan dialokasikan di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai. 



Pemasaran produk jadi rotan ini merupakan masalah yang akan berpengaruh 
terhadap kendala-kendala sebelumnya yang juga dihadapi oleh pengrajin rotan itu 
sendiri. Apabila pemasaran mereka tidak lancar atau terkendala, maka perihal 
pengembalian pinjaman modal juga akan terhambat, begitu pula dengan proses produksi 
yang mereka kerjakan sehari-hari. Untuk proses pemasaran Dinas Koperasi dan UMKM 
Kota Pekanbaru belum memfasilitasi, hal ini dikarenakan mereka telah memiliki kedai 
atau show room masing-masing, sehingga untuk penjualan didalam daerah pengelola 
produk jadi rotan dianggap telah mampu memasarkan hasil produksinya. Sedangkan 
untuk pemasaran keluar daerah hal itu yang akan dibantu oleh Dinas Koperasi dan 
UMKM. 

Sebagai pihak yang paling berwenang dan bertanggung jawab atas kemajuan dan 
perkembangan dari usaha kecil menengah yang ada di Kota Pekanbaru, maka Dinas 
Koperasi dan UMKM sudah melakukan upaya-upaya untuk membantu para pelaku 
usaha pengelolaan produk jadi rotan tersebut. Salah satunya yaitu dengan 
memberdayakan Koperasi Pengrajin Rotan. Koperasi pengrajin rotan ini bertujuan 
untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan cara membantu dalam bentuk: 

1. Permodalan 
2. Pemasaran 
3. Tenaga ahli 
4. Bahan baku rotan 

Pengadaan koperasi pengrajin rotan juga merupakan salah satu bentuk solusi yang 
ditawarkan oleh Pemerintah. Program pembentukan koperasi ini merupakan salah satu cara agar 
memudahkannya jalinan kerjasama yang akan dilaksanakan antar Pemerintah Daerah dengan 
Koperasi tersebut. Bentuk kerjasama yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2001 berupa kerjasama dalam penanaman modal serta adanya usaha pembinaan dan 
pengembangan terhadap usaha kecil dan menengah penglolaan produk jadi rotan di Kecamatan 
Rumbai dan Rumbai Pesisir. Sehingga pengimplementasian kebijakan ini seharusnya sudah 
sangat jelas arah dan tujuannya. 

Keberadaan koperasi pengrajin rotan diantara lingkungan pelaku usaha kecil menengah 
yang mengelola produk jadi rotan diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan-
permasalahan para pengrajin rotan yaitu seperti modal, bahan baku, tenaga ahli dan pemasaran. 
Tetapi keberadaan koperasi pengrajin rotan ini ternyata belum mampu menuntaskan 
permasalahan-permalahan tersebut. 

Berbagai fakta dilapangan menunjukan banyak kendala-kendala yang masih 
belum terselesaikan. Koperasi pengrajin rotan yang telah ada belum begitu mampu 
untuk mewadahi para pelaku usaha kecil menengah pengelolaan produk jadi rotan di 
Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. Tidak berfungsi sebagaimana mestinya 
koperasi pengrajin rotan ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya adalah 
kurangnya pengetahuan para pelaku usaha pengelolaan produk jadi rotan di Kecamatan 
Rumbai dan Rumbai Pesisir ini mengenani perkoperasian itu sendiri dan ditambah lagi 
dengan sumber daya termasuk sumber daya manusia pengelola koperasi pengrajin rotan 
yang tidak didukung dengan keahlian. 

 
Sumber daya yg dilibatkan 

Keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan tentunya dapat dilihat dari 
sumber-sumber daya pendukung yang memadai. Sumber-sumber daya itu harus 
mencukupi dalam hal kualitas dan kuantitas sehingga dapat mencapai tujuan atau 
program-program hasil kebijakan yang dimaksud. Sumber daya yang dilibatkan dalam 
implementasi peraturan daerah tentang kerjasama pemerintah daerah dengan koperasi 



pengelolaan produk jadi rotan di  Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir ini tentunya 
mengutamakan sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia yang mampu 
menjalin kerjasama yang baik antara Dinas Koperasi dan UMKM dengan koperasi 
pengrajin rotan itu sendiri.  

Kerjasama yang baik akan terjalin apabila ada komunikasi yang baik pula. 
Komunikasi yang baik bertujuan untuk meminimalisir kesalahpahaman yang 
mengakibatkan program bantuan atau kerjasama tidak berjalan. Selain komunikasi 
untuk menunjang keberhasilan kerjasama, komunikasi juga berguna dalam hal 
sosialisasi program yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru 
terkait tentang pengembangan dan pendayagunaan koperasi-koperasi yang ada di Kota 
Pekanbaru, termasuk juga koperasi pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai 
Pesisir tersebut. Selain pembinaan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas 
produk jadi rotan dan gairah usaha para pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai dan 
Rumbai Pesisir program bantuan berupa MAP (Modal Awal Padanan) serta alat-alat 
produksi, dan juga kegiatan-kegiatan pengembangan dan pendayagunaan perkoperasian 
terhadap koperasi pengrajin rotan juga turut melibatkan sumber daya seperti uang, 
sarana dan prasarana produksi seperti mesin kompresor, serta bantuan pemasaran jika 
para pengrajin ingin merambah pasar  keluar daerah yang juga dapat dimanfaatkan 
sebagai ajang promosi kebudayaan Kota Pekanbaru. 
Pembinaan yang diberikan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru terhadap 
koperasi pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dalam rangka upaya 
untuk meningkatkan pengetahuan pengrajin rotan tentang perkoperasian dan hal lainnya 
yang berhubungan dengan kebutuhan anggota dan koperasi. 
Lingkungan (konteks) Kebijakan 
Karakteristik Lembaga Pelaksana Kebijakan 

Karakteristik dari lembaga yang berkuasa akan berpengaruh pada kebijakan 
yang diambil oleh pemerintah. Apabila lembaga pelaksana mengedepankan kepentingan 
rakyat maka kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan pemerintah akan 
dengan mudah dapat terwujud. Namun begitu pula sebaliknya, apabila pemerintahan 
yang berkuasa lebih mementingkan kepentingan kelompok atau pribadi, maka 
kesejahteraan rakyat akan sangat sulit dapat diwujudkan. Dalam keadaan ini rakyat 
menjadi korban yang di pojokan dan tidak dijadikan prioritas utama dan hanya 
merupakan korban dari lembaga pelaksana yang berkuasa. 

Tingkat pendidikan implementor juga menjadi salah satu faktor yang 
memepengaruhi implementasi kebijakan. Pendidikan merupakan salah satu karakteristik 
dari aktor implementasi tersebut. Dengan pendidikan yang baik maka dapat 
menciptakan pemikiran-pemikiran yang baru untuk meningkatkan pembangunan daerah 
melalui pemanfaatan potensi daerah yang dapat dilakukan oleh koperasi atau badan 
usaha lainnya. 

Selain itu peran pimpinan yang baik juga akan berpengaruh terhadap 
pengelolaan potensi daerah ini, khususnya dalam hal pengelolaan produk jadi rotan di 
Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. Peran pimpinan dari Camat, Ketua Koperasi, 
Kepala Dinas, hingga Wali Kota dan masyarakat sekalipun akan sangat dibutuhkan 
dalam proses pelaksanaan kerjasama ini. Hal ini pula yang akan menentukan kinerja 
dari keseriusan pihak-pihak yang saling bekerjasama dalam menjalankan program-
program yang ada agar segala kendala yang tengah dihadapi oleh pelaku usaha 
pengelola produk jadi rotan dapat diatasi serta memajukan perekonomian dan 
pembangunan daerah yang juga menjadi harapan kedua belah pihak yang bekerjasama. 



Menurut Perda Nomor 10 Tahun 2001, lembaga pelaksana dari kebijakan 
kerjasama ini adalah Pemerintah Daerah yaitu lembaga teknis dinas yang terkait sebagai 
implementornya dengan koperasi atau badan usaha swasta. Sehingga sudah menjadi 
tugas dan tanggung jawab dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dalam 
mengutamakan kepentingan koperasi yang menghimpun para pelaku usaha kecil dan 
menengah khususnya para pengelola produk jadi rotan di Kecamatan Rumbai dan 
Rumbai Pesisir ini. 
 Sebagai pihak yang bekerja sama, koperasi pengelolaan produk jadi rotan di 
Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir ini bertanggung jawab akan kesejahteraan 
anggotanya. Hal ini sudah menjadi tujuan awal berdirinya koperasi dilingkungan para 
pengusaha kerajinan rotan tersebut. Tetapi hal itu pula yang belum dapat dirasakan 
anggotanya yang dapat dilihat dari hasil wawancara sebelumnya. Koperasi pengrajin 
rotan yang telah terbentuk tidak bisa mengakomodir keseluruhan bantuan yang diterima, 
sehingga kendala-kendala yang timbul masih belum bisa diselesaikan. 
 
Tingkat Kepatuhan 

Implementor diharapkan dapat berperan aktif dalam program kerjasama yang 
telah disepakati oleh pemerintah, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap 
pelaksanaan program dari pemerintah tersebut. Pada dasarnya program yang dibuat 
berdasarkan kepentingan masyarakat, khususnya kepentingan para pengelola produk 
jadi rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. Sehingga masyarakat diharapkan 
dapat seiring sejalan dengan pemerintah agar apa yang menjadi program atau tujuan 
kerjasama yang dilakukan dapat tercapai. Selain menjadi mitra kerja bagi Pemerintah 
Daerah, masyarakat yang dimaksudkan dalam hal ini para pengrajin rotan juga dapat 
menilai kinerja pemerintah yang dimaksud adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kota 
Pekanbaru. Sehingga apabila ada kekeliruan yang menyebabkan terhambatnya 
kerjasama dan jalannnya program-program dari pemerintah dapat dibenahi dengan cepat 
secara bersama-sama. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Daerah 
tentang Kerjasama Pemerintah daerah dengan Koperasi Pengelolaan Produk Jadi 
rotan di  Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir. 

Dalam tujuan penelitian telah dijelaskan bahwa peneltian ini dilakukan untuk 
melihat implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2001 Kota Pekanbaru dan faktor-faktor 
apa saja yang mempengaruhi pengimplementasiannya. Setelah penulis melakukan 
serangkaian kegiatan berupa observasi dan wawancara, maka penulis akan menjelaskan 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peraturan daerah tentang kerjasama 
pemerintah daerah dengan koperasi pengelolaan produk jadi rotan di Kecamatan 
Rumbai dan Rumbai Pesisir. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi peraturan daerah 
daerah tentang kerjasama Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dengan koperasi 
pengelolaan produk jadi rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir adalah sebagai 
berikut: 
 
Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan 
dari sebuah kerjasama yang dilakukan. Sumber daya manusia yang dibutuhkan tentu 



saja yang memiliki tingkat kompetensi yang memadai. Sumber daya manusia yang 
berkualitas ini harus ada di kedua belah pihak yang saling bekerja sama. 

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota 
Pekanbaru harus mampu menjadi partner kerjasama yang baik bagi para pelaku usaha 
pengelolaan produk jadi rotan di Kecamatan Rumbai Pesisir yang sebagian besar telah 
terhimpun dalam koperasi pengrajin rotan. Pegawai pada Dinas Koperasi dan UMKM 
Kota Pekanbaru juga harus mampu mengembangkan dan memeberdayakan koperasi 
serta usaha kecil dan menengah yang ada di Kota Pekanbaru, sebagaimana yang telah 
tertera pada visi dan misi Dinas Koperasi dan UMKM tersebut. 

Kompetensi yang dimiliki oleh pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota 
Pekanbaru dapat dikatakan baik dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Dinas 
Koperasi dan  UMKM Kota Pekanbaru itu sendiri. Hal ini dapat terlaksana dikarenakan 
kemampuan pegawai yang dimiliki oleh instansi tersebut yang dilihat dari pendidikan 
yang diikuti dan penghasilan yang memadai ditambah dengan lingkungan kerja yang 
cukup kondusif. Hal ini berbeda dengan keadaan para pengrajin rotan. 

Sumber daya manusia yang dibutuhkan disini adalah sumber daya manusia 
sebagai tenaga kerja ahli, dimana tenaga kerja ahli ini merupakan orang yang bekerja 
dengan memiliki keahlian khusus yang bisa didapat dari belajar dan latihan. Kurangnya 
minat terhadap pekerjaan sebagai tenaga kerja ahli pengrajin rotan ini berdampak pada 
proses produksi barang jadi rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir seperti, 
lambatnya proses produksi barang jadi rotan tersebut, dan lainnya.  
 Koperasi pengrajin rotan yang beranggotakan para pelaku usaha kecil dan 
menengah juga wajib memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja ahli 
atau skills para pengrajin usaha rotan yang ada. Hal ini guna meningkatkan produktifitas 
dari kelompok usaha yang telah mereka bangun dan mempertahankan eksistensi mereka 
dalam bidang produksi kerajinan rotan itu sendiri. Sehingga para pengrajin dapat 
menunjukan kualitas hasil kerajinan mereka dan dengan adanya peningkatan kualitas 
produk dapat juga mendongkrak pasar yang bisa mereka capai kedepannya. Selain itu, 
sumber daya manusia pengelola koperasi juga wajib mengetahui dan memotivasi para 
pelaku usaha pengrajin rotan agar dapat aktif dalam keanggotaan koperasi, salah 
satunya dengan meningkatkan lagi fungsi-fungsi koperasi sebagai sarana pembantu 
perekonomian masyarakat, khususnya para pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai  dan 
Rumbai Pesisir. 
 
Komunikasi (Sosialisasi) 

Kerjasama yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang 
kerjasama pemerintah daerah  dengan badan usaha swasta atau koperasi dalam 
pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah ini tidak akan terlaksana tanpa 
adanya komunikasi diantar kedua belah pihak yang bekerja sama. Dinas Koperasi dan 
UMKM Kota Pekanbaru sebagai mitra kerja dari Koperasi pengelolaan produk jadi 
rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumba Pesisir harus mampu menyampaikan dengan 
baik dan tepat mengenai hal apa saja yang akan dilakukan dalam rangka kerjasama 
tersebut.  

Selain dalam hal melakukan kerjasama, komunikasi juga menjadi sangat penting 
untuk mensosialisasikan program-program apa saja yang akan dilaksanakan dalam 
proses implementasi kebijakan. Jika sosialisasi tidak dilakukan, maka program-program 
yang dibentuk dalam rangka pencapaian tujuan kebijakan tidak dapat terlaksana dengan 
efektif dan efisien. 



Kegiatan sosialisasi dari instansi terkait sudah diberikan tetapi beberapa 
pengusaha pengelolaan produk jadi rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir 
masih ada saja yang belum berminat menjadi anggota koperasi pengrajin rotan yang 
ada, padahal tujuan dari kegiatan perkoperasian yang diadakan salah satunya adalah 
untuk menjadikan mereka pengusaha yang mandiri. 
 
Kesadaran 

 Kesadaran menunjukkan suatu keadaan jiwa seseorang, yaitu merupakan titik 
temu dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketenangan, 
ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwa yang bersangkutan. 

Kesadaran juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan. 
Namun kita juga mengetahui bahwa proses tumbuhnya kesadaran berbeda pada setiap 
orang. Hal itu tergantung pada kemampuan berpikir, penggunaan rasa perasaan, 
pertimbangan dan pembandingan. Adanya kesadaran dapat membawa seseorang kepada 
keikhlasan dan kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kehendak. 
Kehendak dalam lingkungan organisasi kerja tertuang dalam bentuk tugas, baik tertulis 
maupun tidak tertulis, mengikat semua orang dalam organisasi kerja. Karena itu dengan 
adanya kesadaran, diharapkan mampu melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, 
kesungguhan dan disiplin sehingga diharapkan kerjasama yang dilakukan antara 
koperasi pengrajin rotan Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir dengan Dinas 
Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dapat berjalan sesuai kebijakan yang berlaku dan 
mencapai tujuan yang diharapkan bersama. 
 
Transparansi  

 Transparansi diartikan sebagai terbukanya akses bagi semua pihak yang 
berkepentingan terhadap informasi yang diperlukan, termasuk berbagai peraturan dan 
perundangan serta kebijakan pemerintah. Penciptaan keterbukaan diawali dengan 
lancarnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat diberi ruang luas 
untuk mengakses informasi, sementara pemerintah juga bisa menyediakan informasi 
yang dibutuhkan, misalnya laporan keuangan dan kinerja keuangan. Selain itu, dengan 
transparansi dapat membantu mempersempit peluang Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme 
(KKN), karena proses pengambilan keputusan dapat diikuti oleh masyarakat luas 
dengan mudah. 

Transparansi yang dimaksudkan dalam kerjasama yang dilakukan oleh Dinas 
Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dengan koperasi pengelolaan produk jadi rotan 
di Kecamatan Rumbai Pesisir sangat perlu dijunjung tinggi. Hal ini mengingat program 
bantuan atau kerjasama yang dilakukan melibatkan berupa bantuan dana sebagai modal 
usaha bagi para pengrajin rotan, dan juga berupa alat produksi serta lain-lain. Pengadaan 
sarana dan prasarana untuk produksi serta pendanaan merupakan suatu program yang 
sangat beresiko apabila jika dilakukan tanpra transparansi, hal ini akan menimbulkan 
ketidak jelasan dalam hal pelaksanaan program. 

SIMPULAN 
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Kerjasama 

Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Swasta atau Koperasi dalam Pembangunan 
dan atau Pengelolaan Potensi daerah, studi kasusnya kerjasama antara Dinas Koperasi 
dan UMKM Kota Pekanbaru dengan Koperasi Pengrajin Rotan di Kecamatan Rumbai 
dan Rumbai Pesisir sudah berjalan cukup baik. Menurut informasi yang didapat, 



kerjasama yang dilakukan telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana tujuan dari 
implementasi kebijakan ini adalah untuk mendukung percepatan proses pembangunan 
daerah melalui pengelolaan atau pemanfaatan potensi daerah. 

Dalam kerjasama antara Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru dengan 
Koperasi Pengelolaan produk jadi rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir, 
lebih mengutamakan kerjasama dalam bentuk bantuan pemberian pinjaman modal 
usaha terhadap koperasi tersebut. Tetapi pada proses pelaksanaan porgram yang 
menjadi kendala atau hambatan seperti, para anggota koperasi belum mampu 
menggunakan pinjaman modal tersebut dengan tepat guna, kuranganya tenaga kerja ahli 
dalam hal produksi produk jadi rotan, ketidak stabilan harga bahan baku juga menjadi 
kendala utama dalam hal pengelolaan produk jadi rotan ini, dimana koperasi yang ada 
belum mampu menyediakan bahan baku rotan untuk anggotanya, sehingga penjualan 
bahan baku dengan mudah dapat dimonopoli oleh beberapa orang saja. Pemasaran hasil 
produksi para pengrajin rotan di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir juga masih 
terbatas, hal ini dikarenakan para pengrajin lebih menjual secara individu daripada 
kelompok atau melalui koperasi. Sehingga pasar hasil produksi pengerajin rotan ini 
kecendrungan masih berada di dalam daerah Riau saja.Selain itu tingkat kesadaran 
untuk berkoperasi dari para pelaku usaha pengelolaan produk jadi rotan di Kecamatan 
Rumbai dan Rumbai Pesisir ini masih rendah, sehingga masih banyak yang enggan 
menjadi anggota koperasi.  
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